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ABSTRAK

Gerald Matthew Tecoalu (B11116386). Kepastian Hukum Pelaksanaan
Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan No.
345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dan Putusan No. 247/Pdt/2019/PT DKI).(Di
bawah bimbingan Nurfaidah Said sebagai Pembimbing Utama dan
Marwah sebagai Pembimbing Pendamping.)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas iktikad
baik pada eksekusi Jaminan Fidusia terhadap debitor yang dinyatakan
wanprestasi dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditor
dalam eksekusi Jaminan Fidusia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk
menganalisis penerapan asas hukum dalam kasus yang diteliti.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan konseptual dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu, (1) Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap
debitor yang wanprestasi sejalan dengan asas iktikad baik bila tuntutan
asas iktikad baik dipenuhi, yaitu berdasarkan norma/asas hukum yang
ditemukan dalam konteks pelaksanaan perjanjian. Namun, undang-
undang, putusan pengadilan, lembaga negara terkait, dan para pihak
kurang memerhatikan asas iktikad baik. (2) UUJF memberikan
perlindungan hukum bagi Kreditor/perusahaan pembiayaan walaupun ada
inkoherensi dengan sifat eksekusi Jaminan Fidusia. Putusan MK tentang
Fidusia tidak memberikan perlindungan hukum bagi kreditor secara
umum. Putusan PN Jaksel, Putusan Pengadilan Tinggi tidak memberikan
perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan dan debitor
seharusnya memerhatikan asas iktikad baik agar tidak terjadi kerugian
bagi perusahaan pembiayaan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Eksekusi Jaminan Fidusia.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan transaksi ekonomi yang melindungi para pihak,
maka dibutuhkan sistem hukum perjanjian yang mencerminkan kepastian
hukum. Kepastian hukum dapat dimaknai dari dua segi. Pertama,
kepastian hukum bermakna bahwa dapat ditemukan hukum yang berlaku
dalam suatu kasus, sehingga para pihak terhindar dari tindakan tanpa hak
yang menimbulkan kerugian. Segi pertama akan terwujud bilamana segi
kedua terpenuhi, yaitu bahwa dalam sistem hukum perjanjian, penegakan
hukum dan aturan hukumnya selaras dengan asas hukum. Dalam hal ini,
asas hukum yang digunakan untuk melihat kepastian hukum pada
Jaminan Fidusia adalah asas iktikad baik. Asas iktikad baik adalah super
eminent principle dalam hukum perjanjian® yang melindungi kepentingan
para pihak secara patut dalam melaksanakan perjanjian. Kepentingan
para pihak terlindungi bilamana perbuatan hukum para pihak masuk akal,
yaitu dinilai dari norma hukum dan asas hukum yang tepat, baik yang
tertuang dalam aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Dengan
berdasarkan hal ini, maka asas iktikad baik dapat menambah dan

mengurangi hak para pihak dalam suatu perjanjian.

! Ridwan Khairandy, 2009, “Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan di
Indonesia terhadap lktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak”, Jurnal Hukum, No. Edisi
Khusus Vol. 16 Oktober 2009, him. 52.



Pada pelaksanaan perjanjian Jaminan Fidusia, terdapat
kemungkinan wanprestasi dari debitor yang sekaligus menjadi pemberi
fidusia> berupa keterlambatan/penunggakan pembayaran utang. Jika
terjadi wanprestasi, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) mengatur bahwa kreditor
yang sekaligus menjadi penerima fidusia® berhak melakukan eksekusi
Jaminan Fidusia, vyaitu tindakan paksa terhadap debitor untuk
menyerahkan objek Jaminan Fidusia. Kepentingan kreditor adalah
akselerasi eksekusi. Maksudnya, kreditor menghendaki pelaksanaan
eksekusi yang efisien dari segi waktu, biaya dan mekanisme. Adapun
kepentingan debitor adalah akurasi eksekusi. Maksudnya debitor
menghendaki bahwa eksekusi tidak boleh dilakukan dengan sewenang-
wenang. Terdapat 3 (tiga) jenis hak eksekusi Jaminan Fidusia yang
diberikan kepada kreditor yaitu pelaksanaan titel eksekutorial, parate
eksekusi, dan penjualan di bawah tangan. Jika dibandingkan dari segi
efisiensi, parate eksekusi adalah eksekusi yang paling efisien dan
pelaksanaan titel eksekutorial adalah eksekusi yang pelaksanaannya
kurang efisien. Parate eksekusi didasari asas jaminan mudah dieksekusi,
asas preferensi, dan asas pacta sunt servanda, sedangkan pelaksanaan
titel eksekutorial didasari dua asas terakhir.

Senyatanya, terjadi perubahan fundamental atas makna aturan

hukum tentang eksekusi Jaminan Fidusia. Berdasarkan Putusan

2 Selanjutnya untuk menyingkat, digunakan frasa kata "debitor”.
3 Selanjutnya untuk menyingkat, digunakan frasa kata “kreditor”



MKNo0.18/PUU-XVII/2019 (selanjutnya disebut Putusan MK tentang
Fidusia), Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) menghapus
norma parate eksekusi, dan menjadikan pelaksanaan titel eksekutorial
sebagai satu-satunya upaya paksa yang dapat dilakukan kreditor
manakala terjadi wanprestasi. Syarat parate eksekusi adalah bilamana
ada sukarela dan kesepakatan tentang cidera janji atau berdasarkan
proses hukum yang berlaku. Apabila tidak ada kesepakatan cidera janji
seharusnya pengadilan yang menentukan cidera janji berdasarkan Pasal
196 HIR.

Putusan MK tentang Fidusia bermula dari kasus antara perusahaan
pembiayaan selaku kreditor* dan debitor. Perusahaan pembiayaan melalui
pegawainya, memberikan kuasa substitusi kepada penagih untuk
melaksanakan parate eksekusi atas tindakan wanprestasi debitor. Dalam
eksekusi tersebut terjadi penghinaan dan ancaman pembunuhan terhadap
debitor. Demikian pula penagih melaksanakan eksekusi tidak berdasarkan
surat kuasa yang sah, tidak memiliki sertifikasi profesi, memasuki
pekarangan rumah debitor, mematikan listrik, dan mengunci rumah debitor
dari luar.

Debitor kemudian mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri
Jakarta  Selatan (selanjutnya disebut PN Jaksel). Putusan

345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel® (selanjutnya disebut Putusan PN Jaksel)

4 Apabila berkaitan dengan pembahasan kasus secara spesifik, peneliti menggunakan
frasa kata “perusahaan pembiayaan”

5 Putusan ini dikuatkan pada tingkat banding dalam Putusan 247/PDT/2019/PT.DKI. saat
ini putusan masih dalam tahap kasasi dan objek Jaminan Fidusia telah dieksekusi oleh



memutuskan, bahwa debitor melakukan wanprestasi dan debitor harus
melunasi utang berdasarkan perjanjian. Adapun perusahaan pembiayaan
(dan pegawainya), dan penagih telah melakukan perbuatan melawan
hukum sehingga perusahaan pembiayaan (dan pegawainya) dan penagih
dihukum membayar ganti rugi. Adapun terkait pelaksanaan eksekusi,
pengadilan memutuskan bahwa eksekusi dianggap berlebihan karena
pengadilan sudah menghukum untuk debitor membayar utang. Eksekusi
hanya dapat dilakukan bila debitor tetap tidak melakukan pembayaran
atas utang Perjanjian Pembiayaan Multiguna.

Putusan PN Jaksel tidak ditaati oleh perusahaan pembiayaan.
Setelah 5 (lima) hari Putusan PN Jaksel diputuskan, perusahaan
pembiayaan tetap melaksanakan parate eksekusi dengan berdalih bahwa
kekuatan Sertifikat Jaminan Fidusia telah sama dengan putusan
pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (sedangkan putusan PN
belum berkekuatan hukum tetap). Berdasarkan kasus tersebut, debitor
melakukan pengujian norma Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UUJF pada MK
yang kemudian diputuskan sebagaimana yang diuraikan pada awal
paragraf.

Dalam kaitannya dengan asas iktikad baik sebagai acuan untuk
melihat kepastian hukum pada eksekusi Jaminan Fidusia, cakupan
keharusan yang digali tidak hanya berdasarkan pada aturan tertulis

semata. Alasannya, asas iktikad baik melihat bahwa perbuatan hukum

kreditor. Meskipun putusan ini belum inkracht, isu dalam penelitian ini tetap ada, yaitu
kepastian hukum dalam pemaknaan dan penerapan eksekusi Jaminan Fidusia
berdasarkan asas iktikad baik dan keseimbangan perlindungan para pihak.



para pihak harus tunduk pada keharusan (norma dan asas hukum) baik
yang tertulis maupun tidak tertulis. Keharusan tersebut dapat berupa
kewajiban umum dari asas iktikad baik dan kewajiban yang lahir dari
konteks perjanjian antara lain yaitu, sifat dari jaminan fidusia, sifat dari
masing-masing hak eksekusi Jaminan Fidusia, konteks cidera janji, dan
kewajiban-kewajiban  spesifik  perusahaan pembiayaan  dalam
melaksanakan parate eksekusi yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Dengan menggunakan hal-hal tersebut, sejatinya dapat
dirumuskan pembatasan yang tepat dalam hal eksekusi Jaminan Fidusia
sehingga para pihak terhindar dari kesewenang-wenangan dalam
pelaksanaan kepentingan secara tidak seimbang.

Dalam kenyataan, Putusan PN Jaksel tidak menjelaskan
argumentasi pembatasan eksekusi Jaminan Fidusia lebih lanjut. Jika PN
Jaksel menjelaskan bahwa eksekusi Jaminan Fidusia dianggap berlebihan
dan baru boleh dilakukan bilamana debitor tetap cidera janji, pertanyaan
yang kemudian timbul adalah mengenai perbedaan antara cidera janiji
pada saat putusan diucapkan dan potensi cidera janji pada waktu yang
akan datang. Hal ini akan peneliti nalar lebih lanjut berdasarkan asas
iktikad baik, yaitu norma hukum/asas hukum tertulis dan tidak tertulis
berkaitan dengan eksekusi Jaminan Fidusia.

Demikian pula, seharusnya Putusan MK tentang Fidusia juga
memerhatikan tuntutan asas iktikad baik, namun terjadi pengabaian atas

sifat esensial dari parate eksekusi yaitu tindakan paksa yang berdasarkan



asas jaminan mudah dieksekusi. Hal ini dapat ditemukan dalam
argumentasi pada putusan yang mendudukkan norma pasal parate
eksekusi diubah menjadi “eksekusi sukarela”. Gagasan efisiensi dalam
parate eksekusi muncul karena fenomena empiris, tetapi validitasnya lahir
dari suatu asas hukum yang seharusnya dipertimbangkan oleh MK. MK
juga seharusnya mempertimbangkan konsep parate eksekusi yang
sejatinya memang berbeda dari pelaksanaan titel eksekutorial.

Sejatinya MK mendasari pertimbangan pada aspek empiris di
mana terdapat fenomena perusahaan pembiayaan sering melaksanakan
eksekusi dengan sewenang-wenang yang sejatinya sudah dilarang secara
sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seharusnya MK
juga tetap memerhatikan aspek empiris bahwa eksekusi oleh pengadilan
memiliki jangka waktu penyelesaian yang lama dan membutuhkan biaya
yang besar.® Padahal berdasarkan kajian Lembaga Independensi
Pengadilan (LelP) hingga tahun 2019, dengan jumlah sengketa perdata
kurang lebih 20.000 perkara, eksekusi pengadilan masih saja tetap sulit
untuk dilaksanakan.’

Jadi, penghapusan konsep parate eksekusi bukan merupakan
pilihan yang terbaik, karena justru hal tersebut tidak melindungi
kepentingan kreditor. Sejatinya yang paling penting adalah menegakkan
kewajiban dalam pelaksanaan eksekusi, memberikan kepastian tentang

penentuan cidera janji, dan menyesuaikan model parate eksekusi sesuai

6 Lembaga Independensi Peradilan (LelP), 2019, Kertas Kebijakan: Penguatan Sistem
Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia, LelP, Jakarta, him. 2.
“Ibid.,



dengan kebutuhan zaman dengan tetap mempertahankan esensinya.
Herowati Poesoko mengemukakan betapa pentingnya konsep parate
eksekusi, yaitu sebagai tiang penyanggah utama bagi lembaga jaminan
yang bertujuan untuk memberikan percepatan ekonomi di Indonesia, di
mana pelaku usaha tidak perlu lagi melakukan eksekusi di pengadilan,
tetapi dapat langsung melaksanakan eksekusi sendiri dan menjual objek
Jaminan tersebut di pelelangan umum.®

Hal lain yang dikaji dalam penulisan ini adalah bahwa peraturan
perundang-undangan, perjanjian, maupun putusan pengadilan mengenai
eksekusi Jaminan Fidusia seharusnya memberikan perlindungan hukum
bagi perusahaan pembiayaan.

Dalam kenyataannya pembatasan norma dilakukan dalam Putusan
PN Jaksel justru mendudukkan perusahaan pembiayaan pada posisi yang
tidak terlindungi dalam pelunasan utang karena pembatasan yang
dilakukan tidak berdasarkan pada argumentasi yang jelas. Demikian pula
Putusan MK tentang Fidusia mendudukkan kreditor secara umum dalam
posisi yang tidak terlindungi dalam hal akselerasi eksekusi. Jadi, dalam
pembahasan penelitian ini, perlindungan hukum perusahaan pembiayaan
esensial untuk dianalisis, dalam hal ini berkaitan dengan kasus diteliti.
Selain itu perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam kasus
yang diteliti seharusnya memerhatikan kedudukan debitor, agar eksekusi

tidak dilaksanakan dengan sewenang-wenang.

8 Herowati Poesoko, 2006, Parate Executie Objek Hak Tanggungan, Desertasi, Program
Pasca Sarjana llmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, him. 230.



Jadi, telah jelas bahwa isu kajian ini berkaitan dengan kepastian
hukum atas pembatasan hak dan pelaksanaan hak eksekusi jaminan
fidusia serta perlindungan hukum bagi para pihak terhadap kasus konkrit
yang dihadapi berdasarkan asas iktikad baik. Isu tersebut peneliti kaji
dalam skripsi ini dengan judul “Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi
Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dan
Putusan 247/Pdt/2019/PT DKIl).”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam uraian latar belakang di atas adalah
sebagai berikut:

1. Apakah eksekusi Jaminan Fidusia terhadap debitor yang

dinyatakan wanprestasi telah sejalan dengan asas iktikad baik?

2. Apakah kreditor mendapat perlindungan hukum dalam eksekusi

Jaminan Fidusia?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui penerapan asas iktikad baik pada eksekusi
Jaminan Fidusia terhadap debitor dinyatakan wanprestasi
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapatkan bagi
kreditor dalam eksekusi Jaminan Fidusia.
D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:



1. Secara teoritis, memberikan sumbangsih pemikiran tentang
eksekusi jaminan fidusia dan asas iktikad baik.

2. Secara praktis, dapat memberikan bahan masukan bagi badan
pembentuk undang-undang terkait pembentukan hukum jaminan
fidusia dan penegakan hukum jaminan fidusia yang dilakukan
pengadilan maupun lembaga negara terkait.

E. Orisinalitas Penelitian
Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh melalui penelusuran
internet, menurut peneliti perlu dikemukakan skripsi dari Muhammad Arif
Hidayah untuk menjelaskan keaslian penelitian ini. Dalam penelitian
Muhammad Arif Hidayah, terdapat dua rumusan masalah. Pertama,
adalah perlindungan hukum kreditor dalam Jaminan Fidusia. Kedua,
dampak hukum terhadap perlindungan kreditor dalam Jaminan Fidusia
pasca Putusan MK tentang Fidusia. Jadi perlindungan hukum dalam
konteks pra dan pasca Putusan MK tentang Fidusia merupakan dua
rumusan masalah yang terpisah.®
Muhammad Arif Hidayah memberikan dua kesimpulan. Pertama,
bahwa UUJF merupakan produk hukum yang mendorong perekonomian
di mana dalam mewujudkan hal tersebut UUJF telah memberikan tolak
ukur hak dan kewajiban yang seimbang diantara para pihak dalam
aktivitas Jaminan Fidusia, demikian pula dengan peraturan perundang-

undangan di bawah UUJF. Kedua bahwa Putusan MK berdampak kontra

® Muhammad Arif Hidayah, 2020, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Jaminan
Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, Skripsi,
Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta, him. 4.



produktif terhadap perlindungan hukum kreditor dan pembangunan
ekonomi karena dalam putusan tersebut kreditor kehilangan hak
pelaksanaan eksekusi yang efisien, sehingga terbuka ruang bagi debitor
untuk beriktikad buruk dengan mengabaikan kewajibannya.*?

Muhammad Arif Hidayah dan peneliti memiliki kesamaan
pembahasan penelitian yaitu tentang perlindungan hukum. Perbedaannya,
dalam melihat perlindungan hukum (baik dalam peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian), peneliti menggunakan
konsep kepastian hukum yang dikaji berdasarkan asas iktikad baik. Selain
itu, peneliti melakukan penelitian terhadap kasus konkrit yang terjadi di
antara debitor dan perusahaan pembiayaan, sedangkan penelitian
sebelumnya membahas eksekusi Jaminan Fidusia secara umum dalam
kerangka UUJF. Adapun kemudian peneliti menggunakan penilaian asas
iktikad baik terhadap konsep eksekusi Jaminan Fidusia, sedangkan
Muhammad Arif Hidayah menekankan metode penafsiran sistematis dan
penafsiran historis dalam mengkaji eksekusi Jaminan Fidusia.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai penalaran asas hukum

terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan fakta

peristiwa di antara para pihak. Oleh sebab itu, penelitian ini dapat

10 Dalam uraian selanjutnya, peneliti telah menjelaskan bahwa terdapat celah dalam
UUJF yang sejatinya tidak sesuai dengan asas iktikad baik. Demikian pula, peneliti juga
mengemukakan bahwa di satu sisi terdapat hal yang secara tepat berdasarkan asas
iktikad baik diputuskan oleh PN Jaksel dan MK.
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dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yang berada dalam
tingkatan dogmatika hukum?!!. Dalam tataran dogmatika hukum, dianut
pandangan bahwa tidak hanya objek penelitiannya yang memiliki aspek
normatif, tetapi termasuk juga ilmu hukum itu sendiri. Konsekuensinya
kegiatan ilmu hukum tersebut melakukan pemaparan, analisis,
sistematisasi, interpretasi dan penilaian suatu bagian dari hukum positif.*2
Dalam hal ini kegiatan di atas dilakukan dengan menggunakan asas
hukum iktikad baik (termasuk norma dan asas yang lahir/selaras dengan
asas tersebut), konsep eksekusi Jaminan Fidusia, dan konsep kepastian
hukum.
2. Jenis Bahan Hukum
Dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-
undangan dan putusan pengadilan di Indonesia® yaitu:
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
(selanjutnya disebut UUJF).
- Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW).

- Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR).

11 Ppenelitian terhadap asas hukum adalah objek kajian penelitian hukum normatif.
Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Cet ke-3, Ul-Press, Jakarta, him.
252. Tentang tataran dogmatika hukum lihat D.H.M Meuwissen, 1985, Meuwissen
Tentang Pengembanan Hukum, Iimu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum,
Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, 2013, Cet Ke-4, Refika Aditama, Bandung, him. 54-
55.

12 D.H.M Meuwissen, Ibid.,

13 Disadur dari Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Prenada Media Group,
Jakarta, him. 181.
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi
Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan
Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan
Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Permenkeu tentang
Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan).
Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut POJK
tentang Perlindungan Konsumen).

Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya
disebut POJK tentang PUPP).

Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya
disebut Aturan Lama POJK tentang PUPP).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
(selanjutnya disebut Perkapolri).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut
Perma tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
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2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
(selanjutnya disebut Perubahan Perma tentang Penyelesaian
Gugatan Sederhana).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
(selanjutnya disebut Putusan MK tentang Fidusia).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020
(selanjutnya disebut Putusan MK tentang Hak Tanggungan).
Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-
XVI11/2020.

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel (selanjutnya disebut
Putusan PN Jaksel).

Putusan Nomor 247/PDT/2019/PT DKI (selanjutnya disebut
Putusan PT DKI).

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum

sekunder meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.'* Bahan hukum

yang peneliti gunakan sesuai dengan jenis jenis bahan hukum di atas,

yang membahas terkait asas iktikad baik, asas hukum jaminan, eksekusi

jaminan fidusia, hukum perjanjian dan kepastian hukum. Juga dilakukan

wawancara dengan pakar hukum konstitusi mengenai rumusan norma

hukum yang ideal.
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Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah penelitian
pustaka yaitu meneliti berbagai literatur dan teks otoritatif baik dalam
bentuk fisik maupun elektronik.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan secara kepustakaan dengan menelusuri
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan literatur terkait
isu hukum dalam bentuk fisik maupun elektronik. Adapun tentang
wawancara, substansi wawancara yang diperoleh dari pakar dikumpulkan
dan disimpan dalam media elektronik.

4. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan di atas, Bahan hukum dianalisis secara
kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan
untuk meneliti aturan yang mengatur tentang eksekusi Jaminan Fidusia
dan asas iktikad baik. Pendekatan ini juga digunakan untuk melihat
pertimbangan hakim dalam memutus persoalan tentang eksekusi Jaminan
Fidusia serta fakta peristiwa yang terjadi diantara para pihak. Pendekatan
konsep digunakan untuk memahami dan mengkomparasi konsep
kepastian hukum, asas iktikad baik, asas hukum jaminan, Jaminan Fidusia
dan eksekusi Jaminan Fidusia untuk selanjutnya dibandingkan dengan
peraturan dan putusan pengadilan. Dengan pendekatan tersebut analisis
diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa secara kualitatif untuk

menjawab isu hukum yang diajukan.
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BAB I

KONSEP DAN ANALISIS ASAS IKTIKAD BAIK DALAM EKSEKUSI
JAMINAN FIDUSIA

A. Konsep Eksekusi Jaminan Fidusia.
1. Pemahaman Dasar Tentang Eksekusi

Eksekusi yang dibahas adalah eksekusi untuk menyerahkan
sesuatu benda jaminan akibat adanya perjanjian utang piutang.

Eksekusi ini dijiwai oleh asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt
servanda merupakan sebuah keharusan (ought) bahwa semua
kesepakatan mengenai janji akan suatu hal diantara para pihak berlaku
dan mengikat masing-masing pihak. Dalam hukum positif, asas ini diatur
dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) BW yang mengatur bahwa “Semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
yang membuatnya.” Keterlambatan/penunggakan pembayaran utang
adalah pelanggaran terhadap asas pacta sunt servanda sehingga timbul
konsekuensi bahwa kreditor memiliki dua cara untuk menerima
pemenuhan hak tersebut yaitu:

a) Melakukan negosiasi bersama debitor terkait pelunasan piutang
yang diperjanjikan; atau
b) Memaksakan pemenuhan hak karena debitor tidak sukarela

melaksanakan kewajiban dalam perjanjian.
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Mengenai paksaan, kreditor memiliki hak untuk mengeksekusi
benda jaminan untuk melunasi utang dalam perjanjian. Hak eksekusi
dapat lahir dari perjanjian maupun undang-undang.

Hak eksekusi dari undang-undang merupakan wujud penguatan
hak kreditor oleh negara dalam hal mendapatkan pemenuhan hak yang
telah diperjanjikan sebelumnya. Herowati Poesoko mengemukakan bahwa
eksekusi yang lahir dari undang-undang merupakan suatu bentuk
kemajuan yang berawal dari satu janji menjadi norma yang mengikat
karena diberikan oleh undang-undang.*® Jadi pada intinya, hak eksekusi
dari undang-undang atau perjanjian sama-sama memiliki esensi dari asas
pacta sunt servanda.

Penting pula dipahami bahwa dalam doktrin hukum perdata,
eksekusi bermakna sebagai tindakan paksa terhadap debitor yang tidak
mau melaksanakan prestasi tertentu yang telah dibebankan kepadanya.
Pandangan peneliti sejalan dengan pendapat Nurfaidah Said bahwa
eksekusi adalah upaya paksa yang disiapkan oleh undang-undang untuk
mengantisipasi ketidakmampuan debitor memenuhi kewajibannya secara
sukarela sesuai yang diperjanjikan.® Lebih lanjut dikemukakan bahwa:

“Substansi eksekusi justru terletak pada “upaya paksa”. Oleh

karena itu suatu putusan pengadilan dan produk hukum yang

disamakan dengan itu (putusan pengadilan) dilakukan secara
sukarela oleh tergugat atau debitor, maka hal itu (undang-undang

15 Herowati Poesoko, Op.cit, him. 231.
16 Nurfaidah Said, 2010, Hukum Jaminan Fidusia Kajian Yuridis dan Filosofis Undang-
Undang No. 42 Tahun 1999, Kretakupa Print, Makassar, him. 193.

16



atau putusan pengadilan) tidak dapat dikatakan'’ sebagai
eksekusr’.

Tindakan paksa secara umum dilegitimasi oleh Pasal 1267 BW
yang mengatur sebagai berikut:

“‘Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih

apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak

yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut

pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan
bunga.”

Dengan demikian, jelas tindakan paksa terhadap debitor untuk
memenuhi perjanjian diberikan oleh negara untuk melindungi kepentingan
kreditor atas perjanjian tersebut.

2. Jenis-Jenis Eksekusi

Seperti yang telah diuraikan di atas, eksekusi yang dimaksud
adalah eksekusi untuk menyerahkan sesuatu benda, yaitu benda jaminan.
Penyerahan ini bertujuan untuk menjamin pelunasan utang debitor.
Menurut peneliti eksekusi tersebut masih dapat dibagi berdasarkan cara
lahirnya dan cakupan hukum formilnya. Penjelasannya adalah sebagai
berikut.

Berdasarkan cara lahirnya eksekusi untuk membayar sejumlah
uang dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a) Eksekusi yang lahir dari perjanjian. Hak eksekusi ini lahir dari
kesepakatan dari para pihak. Misalnya dalam hipotek, hak parate

eksekusi diberikan oleh pemberi hipotek kepada penerima hipotek

17 Dalam tulisan aslinya Nurfaidah Said menulis “dapat dikatakan sebagai eksekusi” yang
mana dapat diduga merupakan kesalahan penulisan semata. Nurfaidah Said, Ibid., him.
243.
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dalam perjanjian jaminan. Hal ini berdasarkan Pasal 1178 Ayat (2)
BW yang merupakan beding tot eigen van rechmatige verkoop.

b) Eksekusi yang lahir dari perintah undang-undang.Jadi pembentuk
undang-undang memberikan hak eksekusi karena kreditor telah
menerima janji pelunasan hutang dan kedudukannya yang lebih
sebagai kreditor jaminan khusus. Contohnya adalah hak eksekusi
Jaminan Fidusia.

c) Eksekusi yang lahir dari suatu putusan pengadilan. Eksekusi ini
diberikan hakim kepada kreditor/pihak yang menang karena
debitor/pihak yang dikalahkan tidak bersedia melaksanakan
pembayaran sejumlah uang dari perjanjian maupun perintah
putusan. Berdasarkan Pasal 196 HIR, kreditor/pihak yang menang
diberikan kemungkinan untuk melakukan eksekusi sesuai dengan
amar putusan hakim, yaitu mengambil sejumlah uang.

Berdasarkan cakupan hukum formilnya eksekusi dapat dibagi
menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Eksekusi yang pelaksanaannya dilakukan oleh pengadilan. Dalam
hal ini, ketentuan eksekusi tersebut tunduk pada hukum acara
perdata di Indonesia (HIR/Rbg). Misalnya eksekusi titel eksekutorial
dalam Jaminan Fidusia

b) Eksekusi yang dilaksanakan tidak oleh pengadilan. Misalnya hak
parate eksekusi dalam Jaminan Fidusia (sebelum di ubah oleh MK

menjadi bukan eksekusi).
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Eksekusi menyerahkan sesuatu benda yang dibahas adalah
eksekusi Jaminan Fidusia. Berdasarkan pendekatan konseptual, eksekusi
ini lahir dari perintah undang-undang dan tidak dilaksanakan oleh
pengadilan, kecuali pelaksanaan title eksekutorial. Hak eksekusi ini
diberikan oleh negara karena mengingat ada kekuatan mengikat suatu
perjanjian (asas pacta sunt servanda).

Hak eksekusi di atas diatur tidak untuk semua jenis kreditor. Dalam
hal ini, kreditor yang memiliki hak tersebut merupakan kreditor yang
dijamin dengan jaminan khusus. Jaminan ini dilandasi asas preferensi.
Asas preferensi adalah keharusan bahwa seorang penerima jaminan
kebendaan memiliki hak mendahulu terkait pelunasan suatu piutang
dibandingkan dengan kreditor lain yang tidak memperjanjikan jaminan
kebendaan. Jadi, bagi kreditor dengan hak mendahulu ada kepastian
tentang subjek yang berhak dan objek yang diperjanjikan untuk menerima
pelunasan utang.

Dalam UUJF, subjek yang berhak adalah kreditor yang dijamin
dengan penyerahan objek jaminan fidusia sebagai jaminan pembayaran
utang.®

Asas preferensi dan asas pacta sunt servanda diwujudkan bagi
kreditor melalui hak eksekusi sekiranya terdapat ketidaksukarelaan dalam

menyerahkan objek Jaminan Fidusia. Pasal 29 Ayat (1) huruf a, b, dan c

18 “Penyerahan sebagai jaminan pembayaran utang” adalah kritik Nurfaidah Said atas
kerancuan Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia yang mengatur pengalihan hak milik
terhadap objek jaminan Fidusia. Tentang perbedaan penyerahan dan pengalihan, baca
Nurfaidah Said, Ibid,, him. 118-136.
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UUJF mengatur 3 jenis hak eksekusi Jaminan Fidusia kepada kreditor
yaitu:1°

a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

b) Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas
kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum
serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c) Penjualan di bawah tangan vyang dilakukan berdasarkan
kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara
demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para
pihak.

Pasal 29 Ayat (1) huruf a berkaitan dengan Pasal 15 Ayat (2) UU Jaminan
Fidusia yaitu mengatur mengenai titel eksekutorial. Adapun Pasal 29 Ayat
1 huruf b berkaitan dengan Pasal 15 Ayat (3) mengatur mengenai parate
eksekusi. Dua hak eksekusi ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi
kreditor oleh negara terkait janji penyerahan objek Jaminan Fidusia dan
kedudukan kreditor sebagai kreditor jaminan khusus.

Mengenai penjualan di bawah tangan dalam Pasal 29 Ayat (1)
huruf ¢ UUJF, peneliti berpendapat hal tersebut bukan merupakan
eksekusi. Eksekusi tidak lain adalah tindakan paksa yang dilakukan
karena ada yang dikalahkan dalam putusan pengadilan atau cidera janji.
Dalam konteks jaminan fidusia, eksekusi dapat dilakukan bilamana:

a) Debitor cidera janji (pengakuan atau penalaran logis dari perjanjian)
dan tidak sukarela memberikan jaminan fidusia

b) Debitor tidak mengakui cidera janji dan tidak sukarela memberikan

jaminan fidusia

19 Baca Pasal 29 ayat (1) huruf a sampai ¢ UUJF.
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Dari hal tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa penjualan di bawah
tangan atas dasar kesepakatan para pihak, seharusnya bukan merupakan
eksekusi karena tidak sejalan dengan hakikat eksekusi sebagai suatu
tindakan paksa. Kesukarelaan bukan esensi dari eksekusi.

Jadi, ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf ¢ UU Jaminan Fidusia tidak
memerhatikan aspek teoretik ilmu hukum mengenai hakikat eksekusi.
Pembahasan peneliti hanya akan menyoal terkait pelaksanaan titel
eksekutorial dan parate eksekusi.

3. Pelaksanaan Titel Eksekutorial

Pelaksanaan titel eksekutorial adalah upaya akhir dalam eksekusi
terhadap wanprestasi debitor, setelah penjualan di bawah tangan dan
parate eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Alasannya karena secara
konseptual, pelaksanaan titel eksekutorial dari segi mekanisme dan
waktu?® lebih sulit dilaksanakan dibandingkan dengan kedua jenis cara
penyelesaian utang tersebut. Pelaksanaan titel eksekutorial adalah upaya
akhir bagi kreditor untuk mendapatkan pelunasan piutang yang efisien.
Sebelum Putusan MK tentang Fidusia, pelunasan utang debitor dimulai
dengan mekanisme sebagai berikut:

a) Restrukturisasi utang
b) Jika tidak bisa membayar utang dan sukarela, maka melakukan

penjualan di bawah tangan

20 pendapat peneliti juga sejalan dengan pendapat rose panjaitan. Rose Panjaitan,
“Pengaturan dan Pelaksanaan Parate Eksekusi Diluar Hukum Acara Perdata”, Notaire,
Vol 1 No. 1, Juni 2018, him. 142.
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c) Jika tidak bisa membayar utang dan tidak sukarela, maka dilakukan
parate eksekusi
d) Jika parate eksekusi tidak dapat dilakukan, maka dilakukan titel

eksekutorial

Dasar hukum pelaksanaan titel eksekutorial diatur dalam Pasal 15
Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 29 Ayat (1) huruf a UUJF. Pasal 15 Ayat (1)
mengatur

“‘Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa:

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Putusan MK tentang Fidusia menafsirkan frasa “kekuatan eksekutorial”’
dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang telah memeroleh
kekuatan hukum tetap” pada Pasal 15 Ayat (2) UUJF inkonstitusional
bersyarat apabila tidak dimaknai sebagai berikut:

‘terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang

cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan

secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala

mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi

Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama

dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap”
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Dua ketentuan di atas ditetapkan sebagai salah satu jenis eksekusi
Jaminan Fidusia dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf a UUJF. Pasal tersebut
mengatur bahwa:

“‘Apabila debitor atau Pemberi fidusia cidera janji, eksekusi

terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat

dilakukan dengan cara: a. pelaksanaan titel eksekutorial
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima
fidusia;”

Dengan memerhatikan ketentuan pasal yang diuraikan di atas,
dapat disimpulkan bahwa Pasal 15 Ayat (2) UUJF merupakan dasar salah
satu jenis eksekusi yaitu pelaksanaan titel eksekutorial. Jadi, sejatinya
keliru jika pasal tersebut dianggap sebagai sumber hak parate eksekusi
dan penjualan di bawah tangan.?! Hak eksekusi lain sebenarnya diatur
dari pasal yang berbeda, yaitu:

a) Parate eksekusi diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) jo Pasal 29 Ayat (1)
huruf b UUJF
b) Penjualan di bawah tangan diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf c

UUJF
Selain pendekatan perundang-undangan, sejatinya terdapat perbedaan
konseptual antara pelaksanaan titel eksekutorial, parate eksekusi dan
penjualan di bawah tangan. Pasca Putusan MK tentang Fidusia,

perbedaan yang ada saat ini tidak tepat karena pelaksanaan titel

eksekutorial dimaknai sebagai tindakan paksa sedangkan parate eksekusi

21 Dalam konteks UUJF, masing-masing hak eksekusi lahir berdasarkan norma dalam
pasal UUJF yang berlainan.
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dan penjualan di bawah tangan dikategorikan sebagai “eksekusi
sukarela”.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) jo. Pasal 29 Ayat (1)
huruf a UUJF dapat diuraikan unsur pelaksanaan titel eksekutorial:
a) Eksekusi dilakukan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia
b) Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki Irah-irah “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
c) Kekuatannya sertifikat tersebut dilaksanakan seperti suatu putusan
pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap oleh
Penerima Fidusia
d) Pelaksanaan eksekusi dilakukan karena adanya cidera janji dari
pihak debitor atau pemberi fidusia dan cidera janji tersebut
berdasarkan kesepakatan para pihak
a. Kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan titel

eksekutorial

Norma Pasal 15 Ayat (2) UUJF melekatkan kekuatan eksekusi
untuk pelaksanaan titel eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia.
Sertifikat Jaminan Fidusia kemudian dipersamakan dengan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maknanya, terdapat
kepastian dari negara bahwa terhadap wanprestasi debitor telah jelas
hukum yang diberlakukan, yaitu debitor harus membayar utang dan jika
tidak dilunasi secara sukarela, maka dapat dilakukan upaya paksa berupa

eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia. Perlu ditegaskan bahwa
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kekuatan eksekusi semacam ini lahir dari norma hukum yang mengatur
sertifikat, bukan sertifikat an sich.

Sederhananya, bilamana norma hukum tidak mensyaratkan
sertifikat sebagai dasar hak eksekusi, maka pelaksanaan eksekusi
tersebut tetap sah dilakukan. Contohnya, jaminan gadai di mana parate
eksekusi (1155 BW) dan titel eksekutorial (1156 BW) dapat dilakukan
meski tidak ada sertifikat.?? Hal ini sebenarnya juga terjadi dalam parate
eksekusi (sebelum Putusan MK Fidusia) yang lahir dari norma Pasal 15
Ayat (3) UUJF dan bukan dari Pasal 15 Ayat (2) UUJF.

Selain berfungsi untuk menjadi sarana melekatkan kekuatan
eksekutorial, Sertifikat Jaminan Fidusia juga merupakan alat bukti untuk
melindungi kreditor dari debitor yang memiliki iktikad buruk untuk tidak
mau mengakui adanya jaminan fidusia, meskipun sebelumnya Perjanjian
Jaminan Fidusia telah disepakati bersama. Jaminan Fidusia
membutuhkan sertifikat semacam ini, karena objek Jaminan Fidusia
dikuasai oleh debitor, tidak seperti gadai, di mana objek Jaminan Gadai

lepas dari kekuasaan debitor/pemberi gadai.?

22 Tahir Tungadi juga mengelompokkan Pasal 1155 sebagai “eksekusi parat”. Tahir
Tungadi, 1975, Hukum Benda, Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, Makassar,
him. 71.

23 Peneliti melihat bahwa sejatinya alasan inilah yang menjadi dasar bahwa pelaksanaan
parate eksekusi tetap disyaratkan sertifikat jaminan fidusia, namun tidak berarti bahwa
parate eksekusi berasal dari Norma Pasal 15 ayat (2) UUJF.
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b. Mekanisme Pelaksanaan Titel Eksekutorial Harus Berdasarkan
Ketentuan Hukum Acara di Pengadilan

Pemaknaan norma Pasal 15 Ayat (2) UUJF yang menyamakan
pelaksanaan titel eksekutorial dengan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, bermakna bahwa tata cara eksekusi tersebut
seharusnya sesuai dengan tata cara pelaksanaan eksekusi oleh
pengadilan.?* Teori ini juga diterapkan oleh MK dalam Putusan MK
tentang Fidusia. Dalam norma hukum jaminan lain seperti Jaminan Hak
Tanggungan, Jaminan Gadai, dan Jaminan Hipotik, pelaksanaan titel
eksekutorial juga berdasarkan pada permohonan kepada pihak
pengadilan.?® Dengan kata lain pelaksanaan titel eksekutorial secara
konseptual, perundang-undangan, dan praktik, merujuk kepada tata cara
eksekusi di pengadilan.

Eksekusi oleh pengadilan berdasarkan Pasal 195 Ayat (1)HIR
dijalankan atas perintah dan pimpinan ini dilakukan oleh Pengadilan
Negeri, yaitu dipimpin dan dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri
tempat objek Jaminan Fidusia berada. Jadi dalam pelaksanaan titel

eksekutorial, subjek yang menegakkan eksekusi bukan kreditor tetapi

24 Peneliti sejalan dengan pendapat Nurfaidah Said. Nurfaidah Said, Op.cit, him. 244-
246.

25 Jaminan Hak Tanggungan (Pasal 20 ayat 1 huruf b UU Hak Tanggungan), Jaminan
Gadai (Pasal 1156 BW) dan Jaminan Hipotik (Pasal 1210 ayat 1 BW jo. Pasal lelang jo.
Pasal 224 HIR).
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Pengadilan Negeri (oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan
terhadap panitera atau juru sita).?®
Berdasarkan uraian di atas, Pelaksanaan Titel Eksekutorial,
berangkat dari Pasal 196 HIR. Pasal ini mengatur eksekusi putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:
“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi
isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang
memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat
kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama
pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh
memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan
supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan
oleh ketua yang selama-lamanya delapan hari.”
Dari pasal tersebut diketahui bahwa pelaksanaan titel eksekutorial diawali
dengan permohonan lisan atau tertulis dari pihak kreditorkepada Ketua
Pengadilan Negeri tempat objek jaminan fidusia tersebut berada.
Permohonan dilakukan karena cidera janji debitor dan pembayaran utang
tidak dilaksanakan dengan sukarela. Setelah menerima permohonan,
Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak debitor untuk diberi peringatan
agar memberikan objek jaminan fidusia. Yahya Harahap berpendapat
bahwa peringatan dilakukan dalam pemeriksaan sidang “insidentil” yang
dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri, panitera dan pihak tergugat yang
nantinya akan ditulis dalam berita acara sidang?’.

Dalam pemeriksaan sidang, berdasarkan Putusan MK tentang

Fidusia, MK berpendapat bahwa pemeriksaan debitor di pengadilan

% Yahya Harahap, 2017, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi
Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, him. 21-22.
27|bid., HIm. 33.
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bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi debitor, untuk bisa
membela diri atas dugaan cidera janji yang dilakukannya, sekaligus
mendapatkan harga penjualan objek Jaminan Fidusia yang pantas. Jadi,
berdasarkan putusan MK terdapat tiga tugas hakim dalam melaksanakan
pemeriksaan sidang yaitu:
a) Menentukan cidera janji yang terjadi
b) Melihat pembelaan diri debitor atas dugaan cidera janji. Apabila
terjadi cidera janji dan pembelaan debitor ditolak maka peringatan
dilakukan bagi debitor untuk segera melunasi utang
perjanjian.Apabila tidak terjadi cidera janji atau terjadi cidera janji
namun pembelaan debitor diterima, maka eksekusi ditangguhkan.
c) Menetapkan harga pelelangan yang pantas bagi kedua belah
pihak.

Dalam hal ada alasan yang sah, menurut Yahya Harahap terdapat
pemaaf (rechtvardigingsgrond) sehingga pengadilan harus melakukan
pemanggilan ulang. Namun jika debitor tidak menghadiri sidang tersebut
tanpa alasan yang sah, maka tidak perlu proses pemeriksaan sidang
peringatan, pemberian peringatan, dan secara ex officio, Ketua Pengadilan
Negeri dapat langsung mengeluarkan surat perintah sita eksekusi
sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR.?8

Jika debitor hadir, maka debitor akan diperingati agar dalam waktu

selambat-lambatnya 8 (delapan) hari menyerahkan objek jaminan fidusia

28|bid., him. 34-35.
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secara sukarela. Apabila sampai waktu tersebut debitor tidak
melaksanakan dengan sukarela, maka tidak perlu ada surat perintah sita
eksekusi dan eksekusi tidak dilakukan.
Jika debitor tidak melaksanakan dengan sukarela, maka berlaku
ketentuan Pasal 197 Ayat (1) HIR sebagai berikut:
“Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan
belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan
patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena
jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian
banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau
ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang
yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah
uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula
dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.”
Jadi jika debitor tidak sukarela menyerahkan objek Jaminan Fidusia, maka
hakim mengeluarkan surat perintah sita eksekusi.?® Isi surat tersebut
adalah penunjukan nama pejabat yang diperintahkan, dalam hal ini
panitera (Pasal 197 HIR) atau juru sita dan objek Jaminan Fidusia yang
hendak disita eksekusi. Pelaksanaan sita eksekusi dilakukan oleh panitera
atau juru sita dibantu dan disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 197 Ayat
(6)). Setelah sita dilaksanakan, panitera atau juru sita membuat berita
acara sita eksekusi dan diberitahukan kepada pihak tersita. Barang yang

disita tetap berada dalam penjagaan dan penguasaan pemberi fidusia

selaku pihak tersita sebagaimana dalam Pasal 197 Ayat (9) HIR. Jika

2\bid., him. 66-67.
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objek tersebut langsung diberikan kepada penerima fidusia, menurut
Yahya Harahap:*°
‘Penyerahan penjagaan dan penguasaan barang yang disita ke
tangan penggugat (penerima fidusia) tidak ubahnya adalah
eksekusi, sedangkan maksud tujuan sita baik sita jaminan maupun
sita eksekusi hanya berupa “jaminan” pemenuhan tuntutan pihak
penggugat agar gugatannya tidak hampa.”
Penjaga dan penguasa bertanggung jawab atas keselamatan objek
jaminan fidusia. Pasal tersebut juga mengatur bahwa demi keselamatan
objek jaminan fidusia, maka objeknya dapat dipindahkan dari pemberi
fidusia kepada pihak lain.
Surat perintah sita eksekusi memiliki kekuatan hukum mengikat
terhadap para pihak dan pihak ketiga apabila memenuhi syarat:3!

a) Dilaksanakan berdasarkan tata cara yang diuraikan di atas.

b) Objek jaminan fidusia yang disita benar-benar milik debitor selaku
pihak tersita.

c) Pada dasarnya ketentuan hukum tidak mensyaratkan
pengumuman bagi benda bergerak, dalam hal ini adalah objek
Jaminan Fidusia. tetapi dalam hal ini sebaiknya penyitaan
diberitahukan kepada kepala desa sehingga kepala desa kemudian
mengumumkan penyitaan menurut kebiasaan. Menurut Yahya

Harahap hal tersebut merupakan faktor penting terhadap penyitaan

benda bergerak, tetapi tidak untuk benda tidak bergerak.

%0bid., him. 85.
3bid., him. 89-93.
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Akibat hukum dari kekuatan mengikat sita eksekusi berdasarkan Pasal 199
Ayat (1) dan (2) adalah debitor selaku pihak tersita tidak dapat lagi
memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakan
barang-barang yang disita itu, dan segala perjanjian yang bertentangan
dengan itu adalah batal demi hukum.

Setelah surat perintah sita eksekusi berhasil dilaksanakan dan
memiliki kekuatan hukum tetap, menurut Yahya Harahap selanjutnya
hakim mengeluarkan surat perintah penjualan lelang.®? Dalam hal ini Pasal
200 HIR mengatur bahwa penjualan barang yang disita dilakukan dengan
perantaraan kantor lelang. Oleh Yahya Harahap dikemukakan bahwa
posisi pengadilan negeri dalam pelelangan ini adalah sebagai penjual.
Ketua pengadilan negeri akan mengajukan permohonan kepada kantor
lelang, dan selanjutnya akan dilaksanakan penjualan lelang.®® Dari hasil
penjualan lelang, jika terdapat sisa penjualan objek Jaminan Fidusia
setelah dikurangi utang perjanjian pokok, maka sisa penjualan itu harus
dikembalikan kepada debitor.

4. Parate Eksekusi

Perlu ditegaskan bahwa secara konseptual dalam doktrin dan
UUJF (sebelum Putusan MK tentang Fidusia), parate eksekusi merupakan
tindakan paksa. Jika parate eksekusi tidak termasuk tindakan paksa,
maka parate eksekusi berarti sama dengan penjualan di bawah tangan

oleh kreditor karena dilaksanakan dengan kesukarelaan.

#Ibid., him. 67.
#bid., him. 128.
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Konsekuensinya, maka parate eksekusi bukan termasuk eksekusi.
Pemahaman ini juga menimbulkan kekaburan pada UUJF, karena Pasal
29 Ayat (1) huruf b dan Pasal 29 Ayat (1) huruf ¢ UUJF yang
membedakan kedua konsep tersebut justru disamakan.

Berdasarkan hasil studi pustaka, peneliti memahami bahwa parate
eksekusi adalah bentuk pengecualian dari eksekusi yang dilakukan oleh
pengadilan dan para pakar berpendapat bahwa eksekusi adalah tindakan
paksa.3* Berangkat dari logika undang-undang dalam Pasal 29 UUJF dan
penelitan yang dilakukan oleh beberapa pakar, maka peneliti
mengelompokkan bahwa parate eksekusi adalah tindakan paksa yang
merupakan pengecualian terhadap eksekusi yang dilakukan oleh
pengadilan.

Dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, parate eksekusi telah
ada sebelum Jaminan Fidusia yaitu dalam jaminan gadai (Pasal 1155
BW), hipotik (Pasal 1178 Ayat (2) jo Pasal 1211 BW) dan hak
tanggungan (Pasal 6 UU Hak Tanggungan). Dari ketiga jenis hak parate
eksekusi, hanya hipotik yang diperjanjikan, selain itu, semua parate
eksekusi bersumber dari UU. Pada UUJF, hak parate eksekusi lahir dari
ketentuan pasal 15 Ayat (3) dan pasal 29 Ayat (1) huruf b UUJF. Pasal 15

Ayat (3) UUJF mengatur:

34lbid., him 11-12. Periksa juga LelP, Op.cit, him. 5, 212-213.
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“Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak
menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas
kekuasaannya sendiri.”
Cara ini kemudian ditetapkan Pasal 29 Ayat (1) huruf b UUJF
sebagai salah satu jenis eksekusi bahwa
‘penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas
kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum
serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;”
Unsur dari kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:
a) Debitor harus cidera janiji.
b) Menjual objek jaminan fidusia
c) Penjualan objek jaminan fidusia tersebut adalah atas kekuasaan
penerima fidusia sendiri
d) Penjualan tersebut harus dilakukan dalam pelelangan umum
e) Tujuan pelelangan umum adalah mengambil pelunasan piutang
dari hasil penjualan objek Jaminan Fidusia.
Inti dari Pasal 15 Ayat (3) jo. Pasal 29 Ayat (1) huruf b UUJF terletak pada
unsur penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia
sendiri. Unsur ini berangkat dari frasa “penjualan atas kekuasaan
penerima fidusia sendiri” yang menurut Herowati Poesoko adalah sama

padanannya dengan “parate eksekusi’.®® Intinya, tidak terdapat perbedaan

35 Parate eksekusi adalah definisi stipulatif untuk menyingkat penyebutan penjualan atas
kekuasaan sendiri. Herowati Poesoko, Op.cit, him. 225.
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antara menyebut parate eksekusi dan penjualan atas kekuasaan penerima
fidusia sendiri.

Para pakar pada dasarnya berpendapat bahwa makna penjualan
atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) adalah eksekusi yang dilakukan
oleh subjek hukum yang berwenang berdasarkan undang-undang dengan
meniadakan peran pengadilan.®® Dalam UUJF, subjek yang diberikan
kewenangan untuk melaksanakan eksekusi tersebut adalah Penerima
Fidusia (Pasal 15 Ayat (3) UUJF).*” Lebih lanjut, di bawah ini, Pitlo
memberikan definisi tentang apa yang disebut penjualan atas kekuasaan
sendiri:

“‘een verkoop buiten het terrein van rechtvordering btiff, er wordt

geen beslag gelegd, er komt geen deurwaarder te pas, het geheel

wordt afgewikkeld als verkocht men zijn eigen goed in het
openbaar ’(suatu penjualan yang berada di luar wilayah hukum
acara dan tidak perlu ada penyitaan, tidak melibatkan juru sita,
kesemuanya dilaksanakan seperti orang yang menjual barangnya
sendiri di depan umum).3®
Secara konsepsional, apa yang dimaksud Pitlo dengan frasa “diluar
hukum acara” memiliki makna bahwa parate eksekusi di Indonesia
mengecualikan ketentuan HIR dan Rbg. Dalam HIR dan Rbg, tidak ada

ketentuan yang mengatur eksekusi oleh kreditor sendiri. Eksekusi oleh

kreditor menurut Pitlo tanpa lika-liku karena pelaksanaannya dilakukan

%6 Herowati Poesoko Ibid., HIm. 224-225.; Teddy anggoro, “Parate Eksekusi: Hak
Kreditur, yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)”,
Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-3, Nomor 4 Oktober-Desember 2007,
hlm.535-565. Him. 551-556.

87 Konsekuensinya, Kreditor perjanjian pokok yang bukan merupakan penerima fidusia
tidak dapat melaksanakan parate eksekusi. dalam kasus demikian, kreditor bersandar
pada iktikad baik(kejujuran) pihak penerima fidusia terkait pelaksanaan eksekusi.

38 Herowati Poesoko, Loc.cit.
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tanpa melibatkan debitor dan tanpa perantara/bantuan pengadilan. Unsur
bahwa eksekusi tersebut tidak melibatkan debitorse makin menjelaskan
bahwa secara konseptual parate eksekusi adalah tindakan paksa. Adapun
unsur bahwa eksekusi tersebut tidak melewati perantara/bantuan
pengadilan bermakna bahwa eksekusi itu dilakukan sendiri oleh kreditor,
baik karena hak yang diperjanjikan, maupun karena undang-undang yang
mengatur hak tersebut. Unsur ini juga memiliki makna bahwa parate
eksekusi tidak melalui proses aanmaning, penyitaan, eksekusi oleh
pengadilan, dan pelelangan umum oleh pengadilan sebagai penjual.
Semuanya dikecualikan di mana kreditor yang bertindak sendiri
melaksanakan eksekusi tersebut. Kreditor tidak dibebankan mekanisme
pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan dan biaya berkaitan dengan hal
tersebut.

Pada intinya, pengecualian bahwa parate eksekusi meniadakan peran
pengadilan ini bermakna bahwa parate eksekusi memiliki aturan main
sendiri®® yaitu parate eksekusi tidak melibatkan peran pengadilan dan
tidak melibatkan juru sita pengadilan, dan semuanya dilaksanakan di
depan umum
a. Rasio Parate Eksekusi Dilakukan Oleh Kreditor/Penerima Jaminan

Adapun rasio dari peniadaan peran pengadilan berangkat dari asas
jaminan mudah dieksekusi.Dalam penjelasan Pasal 15 Ayat 3 UUJF,

dikemukakan hal sebagai berikut:

39 Ibid.,
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“Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam

pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia

cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang

perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia

melalui lembaga parate eksekusi”
Sejatinya dalam penjelasan tersebut telah ditegaskan bahwa parate
eksekusi ditujukan untuk menciptakan kemudahan eksekusi. Demikian
pula penjelasan umum angka 9 UU Hak tanggungan, dapat dipahami
bahwa norma pasal yang mengatur parate eksekusi merupakan
konsekuensi dari ciri dari jaminan fidusia/hak tanggungan yang mudah
dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya.

Peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan hal ini sebagai
asas hukum, namun peneliti mendapat pemahaman bahwa kemudahan
pelaksanaan eksekusi adalah sebuah asas hukum. Peneliti berangkat dari
pandangan Paul Scholten bahwa asas hukum adalah:#°

“Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam

dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam

aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim

yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-

keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.”
Jadi pada dasarnya asas hukum adalah pikiran dasar dari suatu aturan
dan putusan pengadilan. Dalam kaitannya dengan parate eksekusi,
pikiran dasar dari pembuat undang-undang adalah pemberian hak
pelunasan piutang yang sederhana dan cepat bagi kreditor. Dengan

demikian, kemudahan eksekusi yang menjadi landasan dari adanya

parate eksekusi sejatinya adalah asas hukum.

40 3J. H. Bruggink, 1993, Recht-Reflecties, Grondbegrippen Uit DeRechtstheorie.
Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, 2015, Cet ke-4, Citra Aditya Bakti, Bandung. Him.
119-120.
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Selain asas di atas, dari unsur parate eksekusi pada Pasal 15 Ayat
(2) jo. Pasal 29 Ayat (1) huruf b UUJF (dan parate eksekusi pada jaminan
kebendaan lain), Sistematika pasal dan karakteristik tiap bentuk eksekusi,
aspek historis dari parate eksekusi yang akan dijelaskan di bawah,
penjelasan pasal dalam UU, dan doktrin dari para pakar memberikan
keyakinan bagi peneliti bahwa pokok pikiran dari peniadaan peran
pengadilan adalah agar mekanisme eksekusi mewujudkan kemudahan
bagi kreditor/penerima jaminan dari segi mekanisme dan waktu serta
kepastian tentang terpenuhinya piutang melalui objek jaminan. Peneliti
memahami bahwa asas jaminan mudah dieksekusi adalah keharusan
(ought) bahwa sebisa mungkin, kreditor diberikan kesempatan untuk
melaksanakan tindakan paksa dengan cara yang mudah dan paling
sederhana

Bilamana ditinjau lebih lanjut, asas jaminan mudah dieksekusi
menjiwai konsep parate eksekusi sebagai upaya untuk menyelesaikan
permasalahan di masyarakat. Menurut J. Satrio dalam Teddy Anggoro,
terdapat 2 (dua) permasalahan yang kemudian melahirkan ketentuan
parate eksekusi dalam gadai dan hipotik pada BW*! yaitu:4?

a) Secara faktual kreditor mengalami kesulitan dalam melakukan
pemenuhan piutang.
b) Permasalahan di atas menimbulkan persoalan terkait keamanan

hubungan hukum debitor.

41 Karena ketentuan mengenai parate eksekusi di indonesia pertama kali ada dalam BW,
maka peneliti mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh Pembuat BW.
42 Teddy Anggoro, Op Cit, HIm. 554-555.
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Permasalahan pertama terjadi karena ketentuan eksekusi yang
tidak efisien. Pada masa sebelum parate eksekusi diatur, hak eksekusi
bagi kreditor adalah hak eksekusi melalui pengadilan. Jadi, meskipun
debitor melakukan wanprestasi, eksekusi tidak dapat langsung dilakukan
sebab eksekusi harus dilakukan oleh pengadilan. Pengaturan eksekusi
yang demikian tersebut menurut J. Satrio menyebabkan kreditor ragu
memberikan kredit kepada debitor (khususnya bila nilai perjanjian utang
piutang kecil) alasannya adalah:*3

“..kalau terjadi, bahwa nantinya kredit itu macet, maka waktu yang

tersita untuk mengurus penagihan akan lama sekali, dan biayanya

bisa tidak imbang dengan tagihan yang hendak dikejar melalui
gugatan itu...”

Bilamana kreditor ragu mengadakan perjanjian kredit dengan
debitor maka timbullah konsekuensi mengenai keamanan hubungan
hukum debitor. kreditor yang tidak jujur (beriktikad buruk) dapat
memanfaatkan keadaan debitor yang terdesak untuk meminjam kredit.
Menurut J. Satrio, kreditor yang beriktikad buruk pada umumnya tidak
menuntut banyak syarat, kecuali bunga yang tinggi. Secara retoris J satrio
berpendapat bahwa:*

“Pembuat undang-undang pada waktu itu dihadapkan pada pilihan,

ia biarkan orang kecil, yang membutuhkan pinjaman dicekik oleh

lintah darat, atau ia berikan kepada Bank suatu sarana yang
mudah dalam mengambil pelunasan, yang dengan perkataan lain
menyetujui pemberian hak parate eksekusi. Pembuat undang-

undang ternyata, demi untuk melindungi rakyat kecil, memilih yang
kedua”

3 Ibid., him. 555.
44 Ibid., him. 555.
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Pendapat J. Satrio di atas memberikan kesan bahwa parate eksekusi
bertujuan untuk melindungi kepentingan debitor. Namun, dapat dipahami
bahwa yang dimaksud oleh J. Satrio adalah ketentuan parate eksekusi
menciptakan:

a) Secara langsung melindungi kepentingan kreditor yaitu efisiensi
dalam penerimaan piutang,

b) Secara tidak langsung melindungi kepentingan debitor dari potensi
melakukan hubungan hukum dengan kreditor yang beriktikad
buruk.

Kreditor mendapat perlindungan bahwa utang perjanjian kredit
dapat dilunasi dengan cara yang efisien. Dalam hal ini efisiensi parate
eksekusi ditunjukkan secara mekanisme di mana pelaksanaan eksekusi
dapat dilangsungkan sendiri, dan waktu pelaksanaannya yang singkat.
Herowati Poesoko menambahkan bahwa ketentuan parate eksekusi
memberikan perlindungan terhadap perbuatan debitor/pemberi jaminan
yang tidak pantas, tidak layak atau beriktikad buruk.*® Adapun secara
tidak langsung debitor mendapatkan perlindungan hukum karena kreditor
memiliki keyakinan tentang pemenuhan piutang dalam perjanjian kredit.
Debitor boleh jadi terdesak untuk melakukan perjanjian kredit namun
secara faktual debitor tidak perlu terpaksa memiliki maksud untuk
menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan keadaan ekonomi

debitor/Penerima Jaminan.

4 Herowati Poesoko, Op.cit, him. 230.
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Jadi, parate eksekusi sejatinya mendukung kepentingan yang
seimbang di antara para pihak. Parate eksekusi menghendaki debitor
untuk tidak beriktikad buruk dengan menunda-nunda pelunasan utang,
dan parate eksekusi secara tidak langsung dibuat untuk melindungi
debitor dari kreditor yang beriktikad buruk.

Konsep parate eksekusi tidak dilakukan oleh pengadilan sehingga
mendukung efisiensi pelunasan piutang. Peneliti tidak mengatakan bahwa
pelaksanaan titel eksekutorial adalah eksekusi yang tidak masuk akal
karena tidak efisien, namun eksekusi semacam ini sejatinya harus
ditempatkan sebagai upaya akhir apabila parate eksekusi tidak dapat
dilaksanakan. Alasannya pelaksanaan titel eksekutorial tidak dilaksanakan
sendiri oleh kreditor dan mekanismenya lebih panjang sehingga
berdampak pada efisiensi eksekusi.

Berdasarkan asas jaminan mudah dieksekusi, pada dasarnya
kreditor berhak untuk mendapatkan pelunasan piutang dengan metode
eksekusi yang paling mudah. Namun demikian, Putusan MK tentang
Fidusia menghapus parate eksekusi sehingga ketentuan efisiensi dari
eksekusi sangat bersandar pada konsep eksekusi di pengadilan.
Sejatinya, bila ada kekurangan dari konsep parate eksekusi, seharusnya
konsep parate eksekusi tersebut tidak dihapuskan, tetapi dimodifikasi
sesuai dengan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan eksekusi
tersebut. Pada dasarnya bilamana dibandingkan dengan pelaksanaan titel

eksekutorial, parate eksekusi memiliki dua keunggulan yaitu:
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a) Pertama, terkait subjek yang menegakkan pelunasan piutang.
Dalam parate eksekusi penegakan hak dilakukan sendiri oleh
penerima fidusia, sedangkan dalam titel eksekutorial penegakan
dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang dipimpin oleh Ketua
Pengadilan Negeri. Dalam hal ini bukan lagi pihak kreditoryang
melakukan tindakan paksa tersebut, karena eksekusi harus
dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Tentu dari segi waktu,
pelaksanaan sendiri dapat lebih cepat dilakukan, karena
bagaimanapun juga pihak yang memiliki hak parate eksekusi pasti
akan langsung melakukan penjualan secepat mungkin agar
pelunasan piutangnya tidak tertunda.

b) Kedua, dari segi mekanisme. Dalam pelaksanaan titel eksekutorial
Ketua Pengadilan tidak langsung seketika mengambil paksa objek
jaminan fidusia ketika peringatan membayar piutang tidak
dilaksanakan debitor. Berdasarkan HIR apabila peringatan tidak
dilaksanakan, maka terlebih dahulu hakim memberikan surat
perintah sita eksekusi agar dilakukan penyitaan yang kemudian
dicatat dalam Berita Acara Penyitaan. Setelah itu barulah
penarikan eksekusi kemudian dilakukan dan disusul dengan surat
perintah penjualan lelang di mana dalam tahap ini pengadilan akan
bertindak selaku penjual pada pelelangan umum. Sedangkan
dalam parate eksekusi, atas dasar Pasal 15 Ayat 3 jo. Pasal 29

Ayat 1 huruf b UUJF, kreditor berhak mengambil benda tersebut
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untuk langsung dijual pada pelelangan umum. Pada dasarnya

karena subjek yang melakukan eksekusi adalah kreditor dan

mekanismenya lebih sederhana, maka secara konsep eksekusi ini

lebih murah dibanding pelaksanaan titel eksekutorial.
5. Eksekusi Jaminan Fidusia Tunduk Pada Asas Verval beding

Asas verval beding melarang janji bahwa kreditor mempunyai hak
milik atas objek Jaminan Fidusia sejak perjanjian Jaminan Fidusia dibuat
atau sejak debitor wanprestasi. Maknanya, eksekusi tersebut bukan
dilakukan dengan alasan kreditor mempunyai hak milik terhadap objek
Jaminan Fidusia. Alasan yang tepat adalah eksekusi tersebut dilakukan
karena objek Jaminan Fidusia adalah jaminan pelunasan utang yang
diperjanjikan untuk dapat dijual di pelelangan umum oleh kreditor
berdasarkan parate eksekusi atau pengadilan negeri berdasarkan
pelaksanaan titel eksekutorial. Tiap janji bahwa objek Jaminan Fidusia
menjadi milik kreditor adalah bertentangan dengan asas verval beding dan
batal demi hukum. Konkritisasi asas ini diatur dalam Pasal 33 UUJF yang
mengatur bahwa “setiap janji yang memberikan kewenangan kepada
Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.” dan dengan

demikian UUJF telah memenuhi keharusan asas verval beding.
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6. Peran Kepolisian Dalam Pelaksanaan Titel Eksekutorial dan
Parate Eksekusi

Pelaksanaan titel eksekutorial dan parate eksekusi sebagai
tindakan paksa tidak boleh dilakukan dengan main hakim sendiri
(eigenrichting). Paksaan yang dibenarkan oleh hukum adalah paksaan
yang memiliki alasan hukum. Alasan hukum yang dimaksud adalah:

a) Cidera janji telah terjadi

b) Meski telah cidera janji, tidak ada kesukarelaan untuk
menyerahkan objek Jaminan Fidusia. Oleh sebab itu alasan MK
yang mengatakan parate eksekusi harus dilaksanakan dengan
sukarela sulit untuk dipahami, karena dengan demikian sama saja
parate eksekusi bukan tindakan paksa.

Jika debitor tidak menyerahkan objek jaminan fidusia, maka
diperlukan bantuan dari pihak kepolisian.*® Bantuan kepolisian hanya
untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi tersebut, bukan untuk
menjadi alat kreditor (Parate eksekusi) atau Pengadilan Negeri
(Pelaksanaan titel eksekutorial) untuk melaksanakan eksekusi.*’ Dasar
hukum bantuan kepolisian diatur dalam Perkapolri. Pasal 2 Perkapolri
tersebut mengatur bahwa tujuan adanya Perkapolri adalah untuk
menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia secara aman,
tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan (huruf a) dan melindungi

keselamatan dan keamanan kreditor, debitor, dan/atau masyarakat dari

46 Hal ini juga dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 30 UUJF
47 Dengan demikian tidak dibenarkan jika pihak kepolisian yang malah melakukan
penarikan paksa objek Jaminan Fidusia.
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perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau
keselamatan jiwa (huruf b). Dari paradigma ini, penarikan objek jaminan
fidusia tetap berada dalam bingkai sebagai upaya paksa, tetapi tidak
sewenang-wenang.

Permohonan pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan
Pasal 7 Ayat (1) Perkapolri, dilakukan secara tertulis oleh Kreditor atau
kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi
dilaksanakan. Dalam permohonan berdasarkan Pasal 8 dan 9 Perkapolri
harus dilampirkan, salinan Akta Jaminan Fidusia, salinan Sertifikat
Jaminan Fidusia, surat peringatan kepada debitor untuk memenuhi
kewajibannya sebanyak dua kali yang dibuktikan dengan tanda terima,
identitas pelaksana eksekusi, dan surat tugas pelaksanaan eksekusi.
Apabila pelaksanaan eksekusi dilakukan pihak ketiga yang ditunjuk
Kreditor (Pasal 9), maka perlu dilampirkan perjanjian kerja sama eksekusi
Jaminan Fidusia antara kreditor dengan pihak ketiga yang ditunjuk. Dalam
pelaksanaan eksekusi nantinya, segala akibat yang timbul dari perbuatan
pihak ketiga dan/atau kreditor harus dipertanggung jawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam tahap pelaksanaan petugas kepolisian diberikan
kewenangan teknis dalam Pasal 18 Perkapolri. Pasal 18 Ayat 1 Perkapolri
mengatur petugas kepolisian berwenang untuk:

a) Melakukan himbauan kepada pihak yang tidak berkepentingan
agar meninggalkan lokasi eksekusi;

b) Melakukan pengamanan ketat saat terjadi dialog dan negosiasi
antara pelaksana eksekusi dengan tereksekusi;
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c) Melindungi pelaksana eksekusi dan/atau pemohon, tereksekusi
dan masyarakat yang ada dilokasi;

d) Mengamati, mengawasi, dan menandai orang-orang Yyang
berupaya menghambat atau menghalangi eksekusi; dan

e) Mengamankan dan mengawasi benda dan/atau barang yang akan
dieksekusi.

Dalam hal pengamanan, kepolisian bersikap pasif sebagaimana
Pasal 18 Ayat (2) Perkapolri. Sikap aktif baru dilakukan bila terjadi
perlawanan dari pihak tereksekusi sebagaimana Pasal 18 Ayat (3)
Perkapolri. Dalam sikap aktif tersebut Kepolisian diberikan wewenang
untuk:

a) Mengamankan dan/atau menangkap setiap orang yang melakukan
perlawanan atau perbuatan melawan hukum;

b) Melakukan penggeledahan terhadap setiap orang yang dicurigai
membawa senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya
lainnya;

c) Menyita senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya
lainnya yang didapat di lokasi eksekusi; dan

d) Melokalisir dan/atau melakukan penyekatan akses jalan dari dan
menuju lokasi eksekusi.

Seharusnya sikap aktif tidak hanya bilamana terjadi perlawanan
oleh pihak tereksekusi (debitor), tetapi juga bila pihak pemohon eksekusi
(kreditor) melakukan perbuatan melawan hukum, maka petugas kepolisian
harus mengamankan pemohon eksekusi. Jadi peneliti berpendapat bahwa
Pasal 18 Ayat (3) Perkapolri sebaiknya diperbaiki.

Terakhir, Perkapolri juga mengatur perlindungan bagi debitor,
bilamana terjadi perselisihan karena merasa telah membayar atau
melunasi kewajiban perjanjian utang piutang. Dalam hal ini Pasal 20

Perkapolri pada intinya memuat aturan bahwa Pihak kepolisian yang

melakukan pendekatan persuasif antara debitor dan kreditor melalui
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musyawarah, menanyatakan dengan sopan dan humanis kepada debitor
untuk menunjukkan dokumen pendukung atau bukti pembayaran dan
pelunasan, serta mengamankan lingkungan sekitar eksekusi. Apabila
bukti pembayaran atau pelunasan yang sah dapat ditunjukkan, maka
Kepolisian berhak menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi
dan membawa debitor dan kreditor ke kantor kepolisian terdekat untuk
penanganan lebih lanjut. Dari isi aturan di atas, diketahui bahwa
pengamanan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kepolisian dapat
menjamin hak Debitor selaku tereksekusi agar tidak diperlakukan
sewenang-wenang.
7. Kewajiban Perusahaan Pembiayaan Dalam Hal Eksekusi Jaminan
Fidusia

Dalam kaitannya dengan eksekusi Jaminan Fidusia, maka pada
dasarnya perlu dikemukakan 2 (dua) aspek, pertama adalah aspek cidera
janji, dan aspek mekanisme eksekusi jaminan fidusia.
a. Aspek Cidera Janji Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh

Perusahaan Pembiayaan

Pasal 1238 BW memuat aturan mengenai penentuan cidera janji
sebagai berikut:

“‘Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta

sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu

bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai
dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.
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Muhammad Arif Hidayah*® berdasarkan pendapat ahli berpendapat bahwa
penentuan cidera janji mudah dilakukan berdasarkan pasal tersebut.
dalam kaitannya dengan cidera janji 